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PUTUSAN
Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Blu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sondana, 28 Desember 1993, umur
30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dalam hal ini berdomisili elektronik
dengan alamat email: email, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Februari 1989, umur 35
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual
Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 September 2024 telah
mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi
e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor
131/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 04 September 2024 dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama KUA Kecamatan Bolaang Uki dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : - Tanggal 25 Maret 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sondana,
kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa
Sondana selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman Kakak
Kandung Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai

terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai 2 orang orang anak yang masing-masing bernama

1. ANAK I, NIK -, tempat tanggal lahir Bolmong Selatan, 08 Agustus
2011, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan sekarang kelas 2

SLTP, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. ANAK I, NIK -, tempat tanggal lahir Tolondadu Il, 21 November
2013, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan sekarang kelas 6

SD, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan September 2018 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
1. Tergugat sering minum minuman keras;

2. Tergugat sering merasa cemburu ketika melihat Penggugat bersama

dengan laki-laki lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah
mencapai puncaknya pada bulan Maret 2019 dimana Tergugat pulang dalam
keadaan mabuk dan mengatakan bahwa Penggugat sering bersama laki-laki
lain hingga Tergugat mengancam Penggugat dengan memperlihatkan Gunting

dan pisau hingga Penggugat melakukan perlawanan dengan mendorong
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Tergugat hingga ketembok, sehingga Penggugat meninggalkan rumah
kediaman Kakak Kandung Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat di
Desa Sondana;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 5 antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 5 tahun 6 bulan lamanya dan
Tergugat sudak tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan

Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai dari pihak

keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut
di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat
sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya
Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan
Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Penjual Ikan dengan penghasilan per hari
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama
ANAK | dan ANAK Il sejumlah Rp1.500.000,00/Bulan (satu juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri
dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap
tahunnya

10.Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI poin f dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

11.Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya
perkara;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin Azis Paulu)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah
Rp1.500.000,00/Bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat
sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan
dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap
tahunnya;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah sebagaimana
tersebut pada amar angka 3 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas tercatat)
tanggal 05 September 2024 melalui Kantor Pos Unit Molibagu dengan nomor resi
P2409050077012 sesuai dengan tanggal tracking 05 September 2024 pukul
15:16:53 WITA yang dibacakan di persidangan dan tanggal 14 September 2024
melalui Kantor Pos Unit Molibagu dengan nomor resi P2409120031885 sesuai
dengan tanggal tracking 14 September 2024 pukul 12:17:17 WITA yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat sehingga

berdasarkan pangilan tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
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patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud
dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat,

tertanggal 09 Agustus 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (di-

nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 25 Maret 2011 yang

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (di-

nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B. Saksi:

1. SAKSI I. Saksi adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Sondana kemudian pindah ke

rumah kediaman bersama di Desa Tolondadu II;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang
anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis;
~ Bahwa yang menjadi alasan sudah tidak harmonis rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering
cemburu yang berlebihan contohnya Penggugat sedang ngobrol
dengan lawan jenis meskipun itu ngobrol rame-rame;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat marah karena cemburu dan
mengancam Penggugat dengan gunting, hingga Penggugat
meninggalkan rumah kediaman bersama dan kabur ke rumah
orangtuanya,;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun
2019 atau sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati untuk
kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan dengan
penghasilan tiap hari tidak menetap paling sedikit Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah);

2, SAKSI Il. Saksi adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
= Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Sondana kemudian pindah ke
rumah saudara Tergugat di Desa Tolondadu Il;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang

anak perempuan yang saat ini ikut dengan Penggugat;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran tersebut adalah
Tergugat cemburu yang berlebihan ketika Penggugat ngobrol dengan
lawan jenis;

= Bahwa pada tahun 2019 Tergugat dengan kondisi mabuk
menghunuskan benda tajam berupa gunting kepada Penggugat,
kemudian Penggugat kabur ke rumah orangtuanya dan tidak pernah
kembali lagi ke rumah saudara Tergugat;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama 5
(ima) tahun dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah
menyusul Penggugat dan membujuk untuk membina rumah tangga
bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati untuk
kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat bekerja berjualan ikan dengan penghasilan
setiap harinya paling sedikit Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima
ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun
lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan
Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri
tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang
menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus
dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir
sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap
berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai
suami isteri, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat

sering merasa cemburu ketika melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain
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sampai puncaknya pada bulan Maret 2019 Tergugat pulang dalam kondisi mabuk
dan mengatakan bahwa Penggugat sering bersama laki-laki lain hingga Tergugat
mengancam Penggugat dengan gunting, alasan tersebut yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka
pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan
wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1.------- Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2.- -Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan

sudah tidak saling memperdulikan lagi?

3. Apakah Penggugat memenuhi kriteria-kriteria menurut hukum dan

ketentuan syara’ untuk bisa menerima nafkah anak?;
Analisis Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan

Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian
yang dikumulasikan dengan nafkah anak. Terhadap adanya kumulasi gugatan

tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara a quo,
Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori
kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap
beberapa peristiwva hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini
adalah gugatan perceraian dan nafkah anak;

- Bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan nafkah anak,
telah  diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
menyatakan: “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,

dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
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gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh
kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan
erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam
perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan
perceraian yang memiliki aspek lex specialis dan dengan mengingat azas
mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari
kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat
2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani
kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283
R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2
tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat
tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang
Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal

26 Maret 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang UKki,
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oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih
lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285
R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah
berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
dalam perkara a quo merupakan bukti utama (prima facie evidence), isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat
dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat memiliki hubungan hukum dan
kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat
dinyatakan telah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
perkara a quo (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang
pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar
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keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri
tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di
muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap
oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah
dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di
depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi
Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai
pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus
memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa
yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan
itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang
diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain
atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa  saksi-saksi Penggugat telah  memberikan
keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut
adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan
para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka

sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
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istri yang telah menikah secara sah dan juga mengetahui penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lebih Ilanjut
antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, sejak saat itu
antara keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah
pernah dirukunkan oleh para saksi, namun tidak berhasil, para saksi mengetahui
besaran gaji Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat pada duduk
perkara di muka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang
mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 5 tahun, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Kejadian
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi

Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Bolaang
Uki pada tanggal 26 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang

tua Penggugat di Desa Sondana kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat
di Desa Tolondadu Il dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan;

3. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan pernah
mengancam Penggugat menggunakan gunting;

4, Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
selama 5 (lima) tahun, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-
masing;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina
rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan

setiap harinya paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
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Fakta Hukum
Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta
hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai
saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak perempuan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 atau
sudah selama 5 (lima) tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri;
4, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina
rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan
setiap harinya paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut merupakan petitum
yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat,
karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan

dictum putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) bahwa ketentuan hukum yang
terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di
mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah
Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan
perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal
tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk

terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri
lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal
menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan
jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara
nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga
yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara keduanya hingga keduanya berpisah tempat tinggal

hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sedang dirundung masalah lebih lanjut keduanya saat ini telah berpisah
tempat tinggal selama 5 tahun sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat,
yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi,

bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun
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tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang
tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan,
sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk
ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu,
Majelis Hakim menilai unsur “perselisihnan dan pertengkaran menyebabkan suami
istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam

perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai
ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga
unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga

telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah
(broken mariage);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah
terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami
istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi
alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan
selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut

dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus
menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti
yang disebut dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga
yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang — Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga)
yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan
kebaikan (mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya),
mudharat dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara
suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan
menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu,
jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat) harus
lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal ini sejalan
dengan kaidah fikih yang berbunyi:

tlad]l > (e pado dwlaall )0
Artinya @ “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu
mengemukakan doktrin dalam kitab Al Fighul Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman
529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi
sebagai berikut:

MQ&WQHCMY\HH@1_')A.:J_)l_)_.'aﬁnin__ﬂllﬂ_,

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan
Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat

menceraikan mereka dengan talak satu ba'in”
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Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada
cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-
dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan
hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk

menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam
perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka
sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo
akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atas
sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak
yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya

meskipun dalam masa iddabh;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak
jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua
dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab
Ahkamul Qur’an, juz Il hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
yang berbunyi:

32 Y alllb 5g8 i pld pralinall PS5 o oS> Gl (185 e
Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam
persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat

dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang nafkah dua orang anak
bernama ANAK I lahir di Bolmong Selatan, 08 Agustus 2011 (13 tahun) dan ANAK
Il lahir di Tolondadu IlI, 21 November 2013 (10 tahun), maka Majelis Hakim
haruslah mempertimbangkan bahwa memberi nafkah kepada anak adalah
merupakan kewajiban dari Tergugat selaku ayah kepada anak kandungnya, hal ini
sesuai dengan Firman Allah SWT pada surat Al Bagaroh ayat 233:

Artinya: “Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah berupa makan dan pakaian
kepada anak - anak mereka dengan ma’ruf*,

Menimbang bahwa dalam Kitab [“anatut Thalibin Juz IV Halaman 99

disebutkan bahwa:
Artinya: “Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi
kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab
kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada
Hindun (isteri Abu Sufyan)”;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai
penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian.
Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2)
masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b ditegaskan
sebagai berikut :“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a.
nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga,

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.”
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3.  Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan
nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus
dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa
semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut
kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk
memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang dalam persidangan
terbukti anak tersebut dalam asuhan Penggugat, berdasarkan asas keadilan dan
kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, Majelis Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan
oleh Tergugat berdasarkan rumus sebagai berikut:

surat Al Baqgaroh ayat 233:

Artinya: “Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah berupa makan dan
pakaian kepada anak - anak mereka dengan ma’ruf “
Rumus:
Pertama, untuk jumlah pengeluaran biaya makan dalam satu bulan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
[Np=mxh]
Np : Jumlah nafkah pangan (tha’am) yang harus dibayar;
m : Biaya makan perhari (perkiraan harga makan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dalam satu hari;
h : Jumlah hari dalam satu bulan;
Jadi didapat perhitungan sebagai berikut:
Np = Rp60.000,00 x 30 hari dalam satu bulan
=Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
Kedua, untuk memperkirakan besaran sandang (kiswah), Majelis Hakim

berpendapat nafkah kiswah tersebut tidak harus berupa pakaian baru setiap bulan
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(dalam hal ini pakaian anak yang layak), namun dapat berupa perawatan pakaian
yang telah dimiliki anak seperti biaya laundry atau jasa pencucian pakaian (cuci
dan setrika) tiap bulannya. Dalam menentukan besarannya, Majelis Hakim kembali
memperkirakan sendiri besaran biaya kiswah yang layak dan patut diterima istri
adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan;

Jadi, nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat
yang meliputi kebutuhan makan (tha’am) dan Kebutuhan sandang (kiswah) adalah
hasil penjumlahan 2 kebutuhan di atas yaitu:

[Nafkah Anak = biaya tha’am + biaya kiswah]
= Rp1.800.000,00 + Rp200.000,00

Nafkah Anak = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta nafkah untuk 2 orang
anak bernama ANAK | lahir di Bolmong Selatan, 08 Agustus 2011 (13 tahun) dan
ANAK II lahir di Tolondadu II, 21 November 2013 (10 tahun) Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mengabulkan berdasarkan besaran
tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi
dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin
bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut
dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu
dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Majelis Hakim berdasarkan
asas keadilan dan asas kepatutan untuk menghukum Tergugat perihal inflasi
nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, bahwa biaya
sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-
hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban
Tergugat selaku ayah kandung, sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri
atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak bernama ANAK I lahir di
Bolmong Selatan, 08 Agustus 2011 (13 tahun) dan ANAK Il lahir di Tolondadu I, 21
November 2013 (10 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu
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kandung, maka pembayaran nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebagai

ibunya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah
diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, dan

selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk
membayar nafkah dua orang anak bernama ANAK | lahir di Bolmong Selatan,
08 Agustus 2011 (13 tahun) dan ANAK Il lahir di Tolondadu II, 21 November
2013 (10 tahun) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,
dengan ditambah sebesar 10% pertahun, hingga anak tersebut dewasa (21

tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat;
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5. Menghukum  kepada  Tergugat
untuk menyerahkan nafkah sebesar jumlah tersebut pada amar angka 4
terhitung mulai bulan Oktober 2024;

6. Memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat
sampai Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) dikalikan jumlah bulan
terhitung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Tergugat mengambil Akta

Cerai dengan bukti kuitansi penyerahan uang nafkah anak;

7. Membebankan kepada Penggugat
membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan
ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi’'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Kami
Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin,
S.H.l, M.H. dan Zumma Nadia Arrifgi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan
Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,
serta dibantu oleh Rozakh Saputro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Zumma Nadia Arrifqgi, S.H.I. Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

td

Rozakh Saputro, S.H.
Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya Proses Rp  75.000,00
Biaya Panggilan Rp  34.000,00
PNBP Rp  20.000,00
Biaya Redaksi Rp  10.000,00
Biaya Meterai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



